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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul: Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pembebasan Tanah 

Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan (Suatu Studi di Wilayah 

Kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende), 

Eduardus Timugale, Nim: 2021110984  

Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah dalam pembebasan tanah 

untuk kepentingan umum pada pembangunan jalan, dengan studi kasus di 

Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Landasan 

hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 

1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 

2012. Pemerintah memiliki peran sebagai pengatur, penyelenggara, dan penjamin 

bahwa proses pembebasan tanah dilaksanakan secara adil, transparan, menghormati 

hak masyarakat, serta memberikan ganti kerugian yang layak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembebasan tanah, pemerintah bertugas 

memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pelaksana proyek, memberikan 

sosialisasi yang memadai, serta menjamin adanya mekanisme ganti rugi yang adil. 

Namun, pada kasus Jalan Ikan Duyung, proses tersebut menghadapi hambatan 

seperti ketiadaan dokumen hibah resmi, lemahnya administrasi awal, kurangnya 

koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, ketidakjelasan status kepemilikan 

tanah, perbedaan penafsiran lokasi penggusuran, dan penolakan dari sebagian 

warga yang menuntut ganti rugi. Upaya penyelesaian dilakukan melalui mediasi, 

musyawarah, dan penguatan peran lembaga kelurahan, tetapi belum membuahkan 

hasil maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembebasan 

tanah sangat bergantung pada transparansi, kejelasan dokumen hukum, keterlibatan 

aktif masyarakat, serta kesiapan anggaran pemerintah. Rekomendasi yang diajukan 

adalah penguatan kapasitas administrasi pemerintah, penyusunan dokumen resmi 

sejak tahap awal, dan penerapan prinsip keadilan serta partisipasi masyarakat untuk 

menghindari konflik di masa depan. 

Kata kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Pembebasan Tanah, Kepentingan 

Umum. 
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ABSTRACT 

The Government’s Responsibility in Land Acquisition for Public Interest in 

Road Construction (A Study in Rukun Lima Sub-District, South Ende District, 

Ende Regency), by Eduardus Timugale, Student ID: 2021110984. 

This research discusses the government’s responsibility in land acquisition for 

public interest in road construction, with a case study in Rukun Lima Sub-District, 

South Ende District, Ende Regency. The legal foundations used include the Basic 

Agrarian Law Number 5 of 1960, Law Number 2 of 2012 on Land Procurement for 

Development for Public Interest, and Presidential Regulation Number 71 of 2012. 

The government has a role as regulator, organizer, and guarantor that the land 

acquisition process is carried out fairly, transparently, with respect for community 

rights, and by providing appropriate compensation. The results of the study show 

that in implementing land acquisition, the government is responsible for facilitating 

communication between the community and the project implementers, providing 

adequate socialization, and ensuring a fair compensation mechanism. However, in 

the case of Jalan Ikan Duyung, the process faced obstacles such as the absence of 

official land grant documents, weak initial administration, lack of inter-agency 

coordination, budget limitations, unclear land ownership status, differing 

interpretations of the eviction location, and rejection from some residents 

demanding compensation. Resolution efforts were carried out through mediation, 

deliberation, and strengthening the role of the sub-district office, but these have not 

produced optimal results. The study concludes that the success of land acquisition 

largely depends on transparency, clarity of legal documents, active community 

involvement, and the readiness of government budgets. The recommendations 

proposed are strengthening the government’s administrative capacity, preparing 

official documents from the early stages, and applying the principles of fairness and 

community participation to avoid conflicts in the future. 

Keywords: Government Responsibility, Land Acquisition, Public Interest. 
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